
                                                                                   
 
 
 
 

LAPORAN SINGKAT 
KOMISI II DPR RI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Tahun Sidang : 2016-2017 
Masa Persidangan :  II 
Rapat Ke : 5 
Jenis Rapat :  Rapat Kerja 
Dengan :  Menteri Dalam Negeri   
Sifat Rapat :  Terbuka 
Hari,Tanggal :  Rabu, 23 November 2016 
Waktu :  Pukul 10.00 WIB s.d Selesai 
Tempat :  Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)   
Acara       : Membahas penyelesaian KTP-el secara konkrit khususnya pada 

daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2017 
Ketua Rapat :  Rambe Kamarul Zaman/ Ketua Komisi II DPR RI 
Sekretaris Rapat :  Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI  
Hadir :  18  Anggota Komisi II DPR RI 
  
I. PENDAHULUAN 

A. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Rabu, 23 November 2016 dibuka pada pukul 
10.45 yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dan 
dinyatakan terbuka untuk umum. 
   

B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan pembahasan penyelesaian 
KTP-el secara konkrit khususnya pada daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 
2017 
  

C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan 
pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk 
memberikan tanggapan dan masukan. 
 
 

II. KESIMPULAN 

A. Komisi II DPR RI dapat menerima penjelasan Kemendagri terkait penyelesaian 
pelaksanaan KTP Elektronik, serta meminta untuk menyelesaikan permasalahan 
pengadaan blangko, data kependudukan dan permasalahan teknis perekaman KTP 
Elektronik: alat perekam yang tidak berfungsi, tinta yang habis, perangkat yang tidak 
online dan sebagainya 

 
B. Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk mengeluarkan surat edaran untuk 

memberi kepastian bagi pemilih pemula yang berusia 17 tahun adalah pada saat hari 
H pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2017 untuk dilakukan perekaman 
sebelumnya dan mendapat surat keterangan pengganti KTP Elektronik dari 
Disdukcapil Kab/Kota 
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C. Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk mendukung pendanaan dan transportasi 
bagi petugas perekaman KTP Elektronik di tingkat Kecamatan, sehingga dapat bekerja 
maksimal dan tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 
 

D. Hal-hal lain diluar agenda acara, seperti fungsi dan uji petik KTP Elektronik, Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja dan sebagainya agar mendapatkan perhatian dari 
Kemendagri perlu dilakukan pengawasan 
 

 
III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 13.30 WIB. 
 

    

   

 

 

    Jakarta, 23 November 2016 
                 Ketua Komisi II DPR RI 

 
ttd 

 
    Rambe Kamarul Zaman 

  A-236 

 

  


